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KEPUTUSAN KPU KOTA CIM AH I NOM OR : 46lPP )s-Kprl3217 /KPu-Korlllt/2O19 TENTANG PEN ETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN

KARANGMEKAR KECAMATAN CIl\,4AHI TENGAH KOTA CItVlAHI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemi lhan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 201.8 tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 46/PP.o5-KpV3277/KPU-KoVllll2oL9

diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Kelompok PenyelenSgara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara,

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I fahun 20L7

tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraa n Pem ilih a n Umum Tahun 2019
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan ladwal penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilhian Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panltia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik lndonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/l/2o78 tentang Petunjuk

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor: 539/PP.05 -Kpr/jt/KPU/ll/2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-

Kptl03/KPU/ll2OL8 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.



CATATAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Panitia Pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai

dengan tanggal 9 Mei 2019.

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, langgal2T Maret 2019
- Lampiran 21 halama n.


